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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Dampak dari tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 25 Peraturan 

Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau 

Barang Terhadap Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang 

Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Barat adalah 

bahwa lembaga kesejahteraan sosial sebagai penyelenggara 

pengumpulan uang atau barang tidak dapat memanfaatkan dengan 

semena-mena hasil pengumpulan uang atau barang, apabila dalam 

penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, lembaga 

kesejahteraan sosial mengikuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri 

Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang 

dengan memberikan laporan. Apabila dalam penyelenggaraan 

pengumpulan uang atau barang, lembaga kesejahteraan sosial tidak 

memberikan laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, 

maka pihak pemberi izin tidak dapat memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang telah dilakukan 

sehingga potensi penyelewengan seperti pelanggaran terhadap Pasal 6 

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Sumbangan dapat terjadi di 

Provinsi Jawa Barat.  
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2. Efektivitas pengaturan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau 

barang dengan tidak dilaporkannya kegiatan pengumpulan uang atau 

barang adalah belum cukup efektif dalam mencegah adanya tindakan 

penyelewengan yang dapat dilakukan oleh lembaga kesejahteraan 

sosial. Penyelenggara pengumpulan uang atau barang tetap 

mendapatkan izin pengumpulan uang atau barang walaupun belum 

memberikan laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang 

sebelumnya. Padahal apabila ditinjau dari keefektivitasan Pasal 25 

Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang 

Atau Barang sudah cukup efektiv apabila ditinjau dari faktor hukumnya 

itu sendiri, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sedangkan untuk 

faktor lainnya, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana yang 

mendukung penegakkan hukum belum cukup efektif untuk mencegah 

penyelewengan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dalam hal mengatasi 

permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Disarankan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia agar dalam 

penyelenggaran pengumpulan atau barang, kewajiban pemberian laporan 

yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Tentang 

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang dirasa perlu diubah 
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dan diperbaiki, perbaikan tersebut menyangkut mengenai standar isi 

laporan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dengan 

menambahkan syarat dokumentasi yang diunggah melalui media sosial 

sehingga masyarakat luas dapat mengetahui penyelenggaraan 

pengumpulan uang atau barang yang dilakukan lembaga kesejahteraan 

sosial dikarenakan dokumentasi tersebut diperlukan untuk menambah 

kepastian hukum. Kemudian membentuk peraturan yang mengatur 

mengenai dana operasional agar persentase besaran dana operasional 

ditingkatkan, hal ini disebabkan karena lembaga kesejahteraan sosial 

merasa kurang dengan persentase besaran dana operasional yang ada saat 

ini di tengah semakin tingginya biaya operasional penyelenggaraan 

pengumpulan uang atau barang. Kemudian mengenai pengaturan izin 

pengumpulan uang atau barang yang saat ini dilakukan melalui situs 

SIMPPSDBS Kementerian Sosial Republik Indonesia membutuhkan 

proses dan mekanisme yang memakan waktu lama sehingga dibutuhkan 

perbaikan dan pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Disarankan kepada lembaga kesejahteraan sosial agar dalam 

penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang untuk memperhatikan 

setiap ketentuan serta kelengkapan pendaftaran izin, selain itu lembaga 

kesejahteraan sosial juga perlu memperhatikan pembuatan laporan 

penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang untuk dapat diserahkan 

sesegara mungkin kepada pihak pemberi izin. 
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3. Disarankan kepada masyarakat agar dalam memberikan donasi atau 

sumbangan sosial untuk memperhatikan tujuan pemberian donasi atau 

sumbangan sosial tersebut agar dapat mencapai sasaran kesejahteraan 

sosial dengan pasti. 

4. Disarankan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia 

untuk menegakkan hukum pidana sesuai dengan amanat yang ada di 

dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Tentang Penyelenggaraan 

Pengumpulan Uang Atau Barang. Penegakkan hukum pidana sebagai 

ultimum remedium perlu ditegakkan oleh Kepolisian Republik Indonesia 

yang khususnya Polisi Daerah Provinsi Jawa Barat perlu diperhatikan 

dikarenakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang 

berwenang dalam memfasilitasi segala urusan penyelenggaraan 

pengumpulan uang atau barang di Provinsi Jawa Barat hanya dapat 

melakukan tindakan preventif sebagai penegakkan hukum administrasi 

berupa teguran, pencabutan, dan penangguhan izin pengumpulan uang 

atau barang.  
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